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ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh
dunia dan sampai sekarang masih terus dilestarikan. Industri batik berkembang
sangat pesat dan di semua daerah memiliki corak khasnya masing-masing.
Sertifikasi halal pada batik merupakan proses audit terhadap kehalalan dari batik
sehingga barang tersebut layak digunakan atau tidak oleh umat muslim.

Sertifikasi halal pada pakaian khususnya batik merupakan hal baru dalam dunia
hukum. Praktik sertifikasi halal pada batik mengalami pertentangan di kalangan
pengrajin batik. Batik sudah bertahun-tahun menjadi pakai resmi masyarakat
Indonesia dan dalam proses pembuatan batik tidak terdapat bahan-bahan yang
mebuat batik itu haram untuk dipakai. Pembahasan ini akan menyampaikan
pelaksanaan sertifikasi halal pada batik ditinjau dari pandangan sosiologi hukum
islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu data
yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (masyarakat) terhadap sertifikasi
halal pada batik dengan penekanan analisis pada penyelenggaran aturan hukum
tentang sertifikasi halal pada batik. Dalam mendapatkan data peneliti melakukan
wawancara dan dokumentasi, kemudian pendekatan yang peneliti gunakan adalah
pendekatan normatif dan sosiologis dimana landasan pendekatan ini adalah Al-
Qur’an dan hadis, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan pendapat pengrajin
dan penyelenggara kebijakan dalam melaksanakan sertisikasi halal pada produk
batik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa
sertifikasi halal pada batik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap
bahan gunaan yang diguanakan oleh masyarakat. Secara sosiologi Hukum Islam
praktik sertifikasi halal pada batik ini bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum dan melindungi harta ( hifdzul mal) dari produsen dan konsumen, sehingga
tercapai kemaslahatan bersama. Kemudian kurangnya sosialisasi dan edukasi dari
pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini
sehingga membuat proses pelaksanaan sertifikasi halal tidak maksimal.

Kata kunci: tinjauan sosiologi hukum islam, sertifikasi halal pada batik
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ABSTRACT

Batik is one of the Indonesian cultural heritages that has been recognized by the
world and is still preserved until now. The batik industry is growing very rapidly
and in all regions has its own distinctive style. Halal certification on batik is an
audit process of halal batik so that the item is suitable for use or not by Muslims
Halal certification in clothing, especially batik, is a new thing in the world of law.

The practice of halal certification in batik has experienced opposition among
batik artisans. Batik has been using official Indonesian people for years and in the
process of making batik there are no ingredients that make batik unlawful to wear.
This discussion will convey the implementation of halal certification in batik in
terms of the view of Islamic legal sociology. This type of research is field
research, namely data: obtained directly from field research (community) on halal
certification in batik with emphasis on the analysis of the rule of law about halal
certification on batik In getting the data researchers conducted interviews and
documentation, then the approach that the researchers used was normative and
sociological approaches where the basis of this approach was the Qur’an and
hadith, Halal Product Guarantee Act and opinions of craftsmen and policy
organizers in carry out halal certification in batik products.

Based on the analysis that has been done, the researcher concludes that halal
certification in batik aims to provide legal certainty for the use of the materials
used by the community. Sociologically Islamic law practices legal certifications
and protects property (hifdzul mal) from producers and consumers, so that mutual
benefit is achieved. Then the lack of guarantee of Halal Products the government
in implementing the Act so as to make the process of implementing halal
certification not optimal.

Keywords: knowledge of Islamic law sociology, halal certification in batik.
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MOTTO

“Urip Iku Urup”

( Jadilah Orang Yang Senantiasa Bermanfaat Bagi Orang Lain )
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
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‘iddah
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kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kain batik merupakan salah satu warisan budaya dan sejarah yang di

wariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Batik juga merupakan

warisan yang menunjukan jatidiri sebuah bangsa lewat coraknya. Definisi

batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan

menuliskan atau menerapkan “malam” pada kain itu, kemudian

pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.1

Batik selalu menempuh perjalanan kebudayaan untuk masa kini dan masa

depan bangsa Indonesia.2 Oleh karena itu seyogyanya sebagai generasi

penerus bangsa harus merawat dan melestarikan warisan budaya bangsa

tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman batik mulai dipamerkan baik

di dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 1985 dengan dimulainya pameran

batik-batik tua di beberapa kota besar di USA, di Washington DC dan New

York oleh Inger Mc Cabe Elliot dengan sponsor Mobil Oil, masyarakat

amerika mulai mengenal batik Indonesia. Batik yang dipamerkan pada

umumnya adalah jenis kain-kain batik yang dibuat pada permulaan tahun

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-
2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 84.

2 Soedarso, Seni Lukis Batik Indonesia (Batik Klasik sampai Kontemporer), Yogyakarta:
Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta IKIP Negeri Yogyakarta, 1998, hlm. 3.
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1850 sampai dengan sekitar batik-batik karya sebelum perang dunia II.

Batik yang dibuat pada dekade tahun ini mempunyai penggemar yang terus

bertambah.3

Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta

pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah

ditetapkan sebagai Warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan

Nonbendawi  (Masterpieces of the Oral Intangible Heritage of Humanity)

sejak 2 oktober 2009.4 Adanya pengakuan dari UNESCO terhadap batik

sebagai kebudayaan Indonesia merupakan sebuah kebanggan tersendiri bagi

bangsa. Apalagi keputusan dan ditetapkannya tanggal 2 Oktober oleh

presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hari batik Nasional.5 Hal

tersebut memicu eksistensi batik di Indonesia semakin meningkat.

Meningkatnya eksistensi batik di masyarakat berkorelasi dengan

meningkatnya Industri batik di Indonesia. Batik menjadi salah primadona

karena banyak diminati masyarakat, hampir semua masyarakat diseluruh

daerah di Indonesia memiliki produk batik yang mencirikan kekhasan

masing-masing dan sudah melekat dengan adat istiadat mereka. Selain itu

batik juga menjadi pakai wajib bagi masyarakat dalam menghadiri acara-

acara resmi.

3 Ibid hlm. 53.

4 “Indonesian Batik” UNESCO Culture Sector,
http://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44 di akses 20 Agustus 2018

5 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional
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Hal ini pula yang membuat banyak pengusaha yang mulai tertarik

pada bisnis ini sehingga menimbulkan persaingan dalam Industri batik

Indonesia semakin ketat. Para pengusaha batik saling bersaing untuk

merebut pasar mulai dari tanah air hingga mancan negara. Semakin

banyaknya pengusaha batik di Indonesia mulai dari industri kecil, menengah

hingga atas membuat persaingan usaha semakin ketat yang kadang memicu

pada persaingan yang tidak sehat.

Tahun 2014 pemerintah membuat UU No 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk menjamin hak konsumen

tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi sehari-hari seperti,

makanan, obat, minuman, bahan kosmetik dan bahan kenaan (pakaian).

Undang-undang tersebut sudah harus diterapkan pada tahun 2019

mendatang yang mewajibkan para produsen mensertifikasikan produk

mereka dan mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual,

teremasuk para produsen batik juga harus mencantumkan label halal pada

produk mereka.

Pada tanggal 29 januari 2018 Direktur Eksekutif Indonesia Halal

Watch Ikhsan Abdullah menyatakan sebelum tiba tarikh 2019, semua

pembatik harus menggenggam sertifikat halal karena kehalalan bukan hanya

meliputi makanan, obat, dan minuman.  Menurutnya batik merupakan bahan

gunaan yang harus mempunyai sertifikat halal. Beliau juga mengingatkan

UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur
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bahwa penjual produk tak bersertifikat halal terancam penjara maksimum

lima tahun atau denda paling banyak dua miliar.6

Namun dalam pelaksanaan undang-undang tersebut masih banyak

menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, baik dari kalangan produsen

maupun konsumen. Banyak pengrajin batik banyak melakukan protes

terhadap sertifikasi halal yang juga harus diterapkan pada produk batik

mereka. Salah satunya Carolina Rika Winatama pengrajin batik celup dan

ikat Yogyakarta menyatakan “kalau mau melakukan sertifikasi halal

seharusnya pemerintah melihatnya dari hulu”.7 Para pengrajin batik

menganggap bahwa aturan sertifikasi halal pada batik tidak relevan,

menurut mereka bahan yang digunakan untuk membuat kain batik adalah

bahan-bahan yang sudah jadi dan dibeli dipasaran. Maka jika harus ada

sertifikasi halal seharusnya dilakukan terlebih dahulu pada bahan-bahan

dasar tersebut.

Sekretaris Koperasi Batik Budi Tresna, Masnedi Masina, yang

menghimpun pengusaha batik trusmi di Plered, Cirebon, Jawa Barat

menyatakan senang dengan wajib halal. “Menurutnya jika sudah

6 “Menyoal Batik Harus Halal” https://beritagar.id/artikel/berita/menyoal-batik-harus-
halal diakses 20 Agustus 2018 lihat juga Apa batik Perlu diberi Label Halal?
https://m.wahyutink.com/

7 “Mengapa Sertifikasi Halal Pada Batik di Tolak?” http://Kompasiana.com/ diakses
pada 15 Agustus 2018 lihat Juga Http://www.batiklopedia.com
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bersertifikat halal masyarakat tidak akan ragu dalam membeli batik” dikutip

dari Halal Watch.8

Lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal yang mewajibkan para produsen penyedia barang mempunyai

sertikat halal pada produk mereka termasuk pada produk batik membuat

peneliti tertarik untuk menelakukan penelitian. Karena menurut Komaruddin

Kudiya apabila membicarakan kain batik maka tidak bisa lepas dari proses

pembuatan kainnya, yang menjadi media dasar untuk membatik.

Proses pembuatan kain sendiri baisanya ada yang menggunakan

benang (serat) yang bersumber dari jenis protein seperti wol (domba), sutera

(ulat sutera) dan bulu (hewan berbulu). Ada tiga tahapan dalam proses

pembuatan kain. Pertama, benang di “kanji” (sizing) yaitu proses pelapisan

benang-benang lusi dengan campuran kimia tertentu agar benang dapat

ditenun dengan baik. Kedua, benang ditenun agar membentuk lembaran

kain yang akan digunakan sebagai bahan dasar pakaian dan sebagainya

termasuk kain batik. Ketiga, penghilangan kanji. Tujuan dari penghilangan

“kanji” yaitu agar benang yang ditenun ketika diberi warna mudang

menyerap dan kain menjadi halus. Agar “kanji” larut dalam air, “kanji”

harus dihidrolisa atau dioksidasi menjadi senyawa yang sederhana,

sehingga rantai molekulnya lebih pendek dan mudah larut dalam air.

Sedangkan dalam proses penghilangan “kanji” dikenal beberapa cara, mulai

dari perendaman, asam encer, alkali encer, enzim, dan oksidator. Pada saat

8 “Menyoal batik Harus Halal” https://beritagar.id/artikel/berita/menyoal-batik-harus-
halal diakses 20 Agustus 2018 lihat juga http://halalwatch.or.id/
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penghilangan kanji inilah, diduga ada bahan-bahan kimia yang asalnya

disinyalir dari enzim babi. Ada beberapa golongan enzima yang digunakan

untuk proses penghilangan kanji yaitu enzim mout/malt diastase, enzim

bakteri diastase, dan enzim pankreas diastase. Jenis enzim pankreas

diastase ini diperoleh dari kelenjar-kelenjar luda perut babi dengan nama

dagang Novofermasol As, Dagomma, Anamyl, Viveral, Ultraferment,

Enzymoline, Oyatsime dan lainnya9. Uraian di atas menjelaskan bahwa yang

terdapat indikasi tercampur dengan bahan yang tidak halal adalah pada

proses pembuatan kain, bukan dalam pembuatan batiknya. Hal tersebut

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sertifikasi

halal pada batik agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang

sertifikasi halal pada batik, tercapainya kepastian hukum bagi produsen

batik dan masyarakat juga tidak ragu ntuk menggunakan produk batik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiki pertanyaan yang

mendasar terkait:

1. Mengapa ada sertifikasi halal terhadap produk batik?

2. Bagaimana control dari pemerintah dalam penyelenggaraan sertifikasi

halal pada produk batik?

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang sertifikasi halal pada

produk batik tersebut?

9 “Mengapa Usulan Sertifikasi Halal Batik Ditolak oleh Pengrajin?
https://www.kompasiana.com/gebay-sandy/5a772a9216835f7888035e43/sertifikasi-halal-batik-
kenapa-ditolak?page=all diakses 21 Agustus 2018
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan tentang sertifikasi halal terhadap produk batik yang

ada di Jawa Tengah.

b. Mendeskripsikan sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah di

pandang dari sudut pandang hukum Islam dan sosiologi hukum Islam

2. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah refrensi terkait

pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sertifikasi halal

terhadap produk batik yang ada di Jawa Tengah.

b. Secara Praktik penelitian ini akan memberikan gambaran baru bagi

pelaksana kebijakan untuk melakukan proses sertifikasi halal pada

produk batik yang ada di Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang sertifikasi halal sudah banyak ditemukan baik berupa

buku, jurnal maupun skripsi, sesuai dengan tradisi akademis bahwa selalu

ada kaitan dengan kajian yang telah dilaakukan generasi sebelumnya, maka

dari itu penyusun mencoba melakukan telah lebih lanjut terhadap berbagai

literature yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan dan

pembahasan dengan objek penelitian.

Berikut beberapa kajain yang membahas tentang sertifikasi halal:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mutimmatul Faidah dari

Universitas Negeri Surabaya (2017) berjudul ”sertifikasi halal di Indonesia
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dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”,

membahas tentang perbandingan proses pelaksanaan sertifikasi halal

sebelum  lahirnya UU JPH dengan sesudah adanya UU JPH, jurnal ini

belum membahas tinjauan sosiologi hukum teentang lahirnya undang-

undang ini.10

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Nahrowi (2014)

berjudul “ Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam

Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim” membahas tentang

pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah untuk menjamin perlindungan

bagi konsumen muslim terhadap barang yang mereka konsumsi. Dalam

jurnal ini juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakkan etika bisnis

islami guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadaap produk yang

mereka produksi dan meningkatkn marketability di pasar.11

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Husnul Agustin

tentang “ Analisis Sistem Organisasi Terhadap Makanan tinjauan Yuridis

Normatif dan Sosiologi Hukum (Studi kasus di Jalan Tamansiswa

Yogyakarta)” dalam skripsi ini membahas tentang toko yang sudah

memiliki sertifikat halal adalah toko yang sudah melakukan system

organisasi halal yang telah ditentukan oleh badan LPPOM MUI, dengan

melakukan system organisasi halal maka toko tersebut telah melakukan ‘urf

10 Mutimmatul Faidah ”Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi
Kuasa Antara Negara dan Agama” Universitas Negeri Surabaya diterbitkan  ISLAMICA: Jurnal
Studi Keislaman Volume 11, Nomor 2, Maret 2017;

11 Ramlan dan Nahrowi “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam
Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim” Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
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shahih dan melaksanakan perlindungan konsumen terhadap baahan

makanan tidak halal, sedangkan toko yang belum bersertifikat halal

merupakan toko yang tidak melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam

panduan umum jaminan produk halal oleh badan LPPOM MUI yaitu

malaksanakan sertifikasi halal.12

Keempat, penelitian Umdah Aulia Rohmah tentang “Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang tidak Berlabel halal di DIY

pada Tahun 2015” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap

makanan yang tidak berlabel halal yaitu dengan diterbitkannya undang-

undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, membentuk

pengawasan jaminan produk halal, melakukan sosialisasi, himbauan sampai

melakukan penarikan terhadap produk yang melanggar ketentuan labelisasi

halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, auditor halal, label resmi halal

sampai sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan

dalam Undang-undang.13

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Rofiana tentang

“Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan

Industri Rumah Tangga di Yogyakarta: Studi Perspektif Sosiologi Hukum

12 Husnul Agustin, Analisis Sistem Organisasi Terhadap Makanan tinjauan Yuridis
Normatif dan Sosiologi Hukum (Studi kasus di Jalan Tamansiswa Yogyakarta) skripsi diterbitkan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

13 Umdah Aulia Rohmah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang
tidak Berlabel halal di DIY pada Tahun 2015” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016
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Islam” yang membahas sertifikasi halal melalui prespektif sosiologi hukum

dengan mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaaha tidak

melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI terhadap produk makanan yang

mereka buat.14

Kenam, Penelitian Zumroh Najiyah tentang “Implementasi

Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” yang membahas

mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal

4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga setifikasi halal dan

implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di

Kota Pasuruan selaku pelaku usaha.15

Berdasarkan telaah pustaka diatas belum ada skripsi maupun jurnal

yang membahas mengenai sertifikasi halal pada bahan gunaan khususnya

pada produk batik, penelitian mengenai sertifikasi halal pada produk batik

dirasa perlu untuk memberikan gambaran terkait latar belakang dan tujuan

dari diterapkannya peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal

pada bahan gunaan khususnya produk batik tersebut, serta memberikan

refrensi baru dalam khasanah kepustakaan mengenai kajian sosiologi hukum

islam.

14 Riska Rofiana “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk
Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta : Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”skripsi
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

15 Zumroh Najiyah “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” skripsi diterbitkan oleh
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016
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E. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri,

merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari

kehidupan manusia bersama dengan sesamannya. Yakni kehidupan sosial

atau pergaulan hidup, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya

gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sosiologi hukum juga merupakan

cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh

kepada hukum dan mengapa dia gagal menaati hukum tersebut, serta faktor-

faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum daapat juga

dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan

untuk pelaksanaan proses hukum.16

Beberapa pengertian tentang sosiologi hukum, adalah:17

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara

analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-

balik antara hukum dengan gelaja-gejala sosial lainnya.

2. Sadjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap

pola perilaku masyarakat dalam konteks sosiolnya.

3. R. Otje Salman

16 Soerjono soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:rajawali Press,2011), hlm.
12

17 Zainuddin ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 1
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Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik

antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Berdasarkan beberapa pengertian sosiologi hukum diatas dapat

dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum fenomena hukum

yang terjadi di masyarakat dalam mewujudkan: deskripsi, penjelasan,

pengungkapan, prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik

kajian sosiologi hukum sebagai berikut:18

1. Sosiologi hukum berusaha untuk mendeskripsikan praktik-praktik

hukum.

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik-

praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-

sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan

sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapat penjelasan penyebab

tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun “dalam”.

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Melainkan

mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk

memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

4. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu

peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu

hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum

mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah

18 Ibid., hlm. 8
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quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan quid facti:

mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan.

Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua

hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu

penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat

menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (value judgement) dalam

penyelidikan fakta sosial.

Ramdini Wahyu, menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi hukum yang

dibagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:

1. Proses pembentukan hukum di lembaga legislatif;

2. Proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan;

3. Penetapan hukum oleh pengadilan; dan

4. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.19

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum

adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan

menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan

dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai

produk penafsiran masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi

alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang

sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras

19 Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru
Utama, 2005), hal. 10
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kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu

mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.20

Sosiologi hukum islam bisa juga dijadikan alat analisis atau

prespektif dalam kajian hukum islam. Hukum islam sendiri memiliki

keunikan yang berhubungan dengan wahyu Tuhan, maka hal yang perlu

diperhatikan dalam sebuah analisis sosiologi adalah”kebebasan yang terkait

dan keterkaitan yang bebas”.21 Sosiologi hukum islam adalah cabang dari

sosiologi/sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat mematuhi

hukum islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Jika dipandang dari aspek sosiologi religiusitas segala perbuatan

yang dilakukan manusia dalam  mematuhi hukum islam merupakan bentuk

ibadah kepada Allah, religiusitas menurut Glock & Stark (1970) terdiri dari

lima dimensi antara lain:

1. Dimensi ideologi/keyakinan yang berkaitan dengan harapan-harapan

dimana seseorang yang religius akan berpegang teguh pada suatu

pandangantertentu serta mengakui akan adanya kebenaran.

2. Dimensi praktik ibadah yang meliputi pada perilaku pemujaan,

pelaksanaan ritus keagamaan yang formal, ketaatan serta segala hal yang

dilakukan manusia untuk menunjukkan komitmennya terhadap

keyakinan yang dianut. Praktik-praktik agama ini terdiri dari dua kelas

yang penting, yaitu: (1) Ritual, praktik ini mengacu pada seperangkat

20 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone,
(Jakarta: 1998) hlm.14

21 Mochamad Sodik, Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan,
(Yogyakarta:Suka Press, 2014), hlm. 35
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ritus, tindakan formal keagamaan serta praktik-praktik suci yang

mengharapkan agar dilaksanakan oleh para pemeluk. (2) Ketaatan, semua

agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan persembahan

dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas.

3. Dimensi Pengalaman, berkaitan dengan pengalaman keagamaan,

perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan

oleh suatu kelompok keagaman (atau masyarakat) yang melihat

komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi dengan Allah SWT,

kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental.

4. Dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bagi seseorang

yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar

keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi dari agama yang

dianut.

5. Dimensi Konsekuensi, mengacu pada sejauh mana ajaran dari keyakinan

yang dianut mempengaruhi perilakunya.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu

hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada

umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-

benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum

biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai
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kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto

dan Mustafa Abdullah bahwa:22

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut

cara yang telah ditetapkan atau sapabila menunjukkan hubungan

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif

artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku

karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Penegak hukum merupakan salah satu instrument yang penting

untuk melihat sebuah hukum sudah berjalan dengan efektif atau belum.

Berkaitan dengan ini akan dilihat para penegak hukum apakah sudah betul-

betul melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga hukum akan

berlaku dengan baik dan efektif. Dalam hal ini para penegak hukum harus

berpedoman pada aturan hukum tertulis yang ada, dapat berupa undang-

undang, peraturan pemerintah yang bersifat mengatur, sehingga masyarakat

mau tidak mau harus mematuhi peraturan yang diterapkan oleh para

penegak hukum karena berlandaskan pada peraturan hukum yang jelas.

22 Achmad Ali, 1998, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif
watampone, hlm.34
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Penegak hukum harus punya integritas dalam menjalankan sebuah

peratuaran hukum. Dalam penyelesaian sengketa hukum penegak hukum

tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, dia harus netral dan menjalankan

hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat biasanya mereka belum

sepenuhnya menaaiti peraturan hukum yang diterapkan oleh para penegak

hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang ada,

sedangkan hukum berlaku mengikat dan harus ditaati oleh seluruh

masyarakat tanpa terkecuali. Dalam masyarakat maju orang taat kepada

hukum karena keyakinan mereka sendiri yang membutuhkan hukum dan

hukum tersebut bertujuan baik untuk mengatur masyarakat agar tercipta

keteraturan dan keadilan. Sedangkan dalam masyarakat tradisional ketaatan

hukum lahir bukan dari keyakinan mereka sendiri bahwa hukum itu bersifat

baik atau bukan karena kebutuhan mereka terhadap hukum, melainkan

karena dipaksakan oleh perintah para pemimpin atau perintah agama yang

bersifat formal maupun informal.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat dari pengarus

hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya

pengaruh perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum

Islam. Hubungan timbal balik antara masyarakat muslim dengan hukum

Islam dapat dilihat dari perubahan orientasi masyarakat muslim dalam

menetapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan
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masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim disebabkan oleh

berlakunnya ketentuan dalam hukum Islam.23

Dalam hukum Islam ada kaidah tentang mashlahah mursalah yang

diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’

suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil

syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau

mengabaikannya. Misalnya mengadakan lembaga pemasyarakatan

(penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu

negara dan membiarkan tanah-tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah

yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya

semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban bayar pajak atau

kewajiban-kewajiban yang lain.

Kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijelmakan ke dalam

hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan itu dan dalam

fungsinya sebagai illat hukum, oleh para ahli ushul disebut maslahah

mu’tabarah (kemaslahatan yang diperhatikan).24

Selanjutnya masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sulit

untuk dipisahkan, budaya lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat

tersebut, dan budaya merupakan identitas khusus yang dimiliki oleh setiap

masyarakatnya. Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas

pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya

23 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta : UII Press, 2003) hlm. 1

24 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Figh Islam, (Bandung:
Alma’arif, 1986), hal. 105
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mempunyai tempat pembahasan khusus dalam Islam, yakni pada ‘urf (adat

kebiasaan).25

‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia karena

telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau

dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut

sebagai adat.

‘Urf terbagi atas dua kategori, yaitu:

1. ‘Urf shahih

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak

berlawanan dengan dalil syara’, serta tidak menghalalkan dan tidak pula

menggugurkan kewajiban.

2. ‘Urf fasid

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan

dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan

kewajiban.26

Hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum

sekular, akan tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara

teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-

satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan

legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam

penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

25 Ibid., hlm 4.

26 Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa Prof.Drs.KH.Masdar
Helmy, cetakan ke -2 (Bandung: Gema Risalah Presis, 1997), hlm 149-150.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang oenting untuk mencapai

penelitian, cara ini digunanakan untuk menjelaskan dan memberi hasil

kesimpulan dari obyek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang

akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu

penelitian yang mengambil sumber datanya berdasarkan pada data

lapangan dengan cara penyusun terjun langsung ke lokasi penelitian

untuk menggali informasi serta kesesuaian antara teori dengan praktek

yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan UU no 33 Tahun 2014

khususnya dalam sertifikasi produk batik di Jawa Tengah

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan

kondisi subjek dan objek penelitian terhadap pelaksanaan sertifikasi

terhadap produk batik yang terjadi di lapangan dengan memberikan

pandangan dari segi hukum Islam. Kemudian data yang diperoleh

dianalisa melalui pandangan hukum Islam serta sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

normative dan sosiologis. Pendekatan normative yaitu untuk menilai

masalah di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam
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yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Dalam hal ini penyusun

gunakan untuk mengetahui wajib atau tidaknya sertifikasi halal terhadap

produk batik. Kemudian pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh

timbal balik akibat perubagan hukum dimasyarakat.27 Pendakatan ini

mengarah langsung terhadap persoalan yang ada di lapangan mengenai

gejala sosial yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya proses suatu hukum yang berlaku dalam

masyarakat, khusunya alasan-alasan yang dipakai dalam pembuatan

undang-undang tentang sertifikasi halal terhadap produk batik tersebut,

sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas serta konkrit

apa yang sebenarnya terjadi di lapangan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah

yang sistematis. Dalam hal ini metode-metode yang digunakan adalah

sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan pengambilan data yang didapatkan melaui proses tanya

jawab langsung kepada responden yang ada di lapangan, adapun

responden yang dimaksud meliputi pemerintah pembuat kebijakan,

para pengusaha batik, dan masyaraakat sebagai konsumen batik.

27 Dudung Abdurrahman, pengantar metode penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta, 2003), hlm.31.
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b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan

keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-

buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis

dengan metode deduktif menggunakan data kualitatif, yaitu data yang

diperoleh dari keterangan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan

sertifikasi halal pada produk batik dengan mendasarkan pada Al-Quran

serta Hadis guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu

sesuai atau tidaknya pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk batik,

serta pendekatan sosiologis berpengaruh terhadap pola perilaku

masyarakat dalam memberlakukan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar terperinci

secara sistematis penyusun menuangkannya kedalam lima bab dimana

anatara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum sertifikasi halal

meliputi pengertian, dasar hukum, dan juga pendekatan sosiologi dalam

kajian hukum Islam.
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Bab ketiga, mengenai objek penelitian yang akan di teliti, dalam hal

ini meliputi gambaran umum tentang industri batik di Jawa tengah serta

kehidupan sosial agama dalam masyarakat, penerapan peraturan tentang

sertifikasi halal, serta gejala sosiologi dalam pelaksanaan peraturan

sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan peraturan sertifikasi

halal pada produk batik di Jawa Tengah ditinjau dari sudut pandang

sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari

seluruh pembahasan serta saran-saran membangun dengan harapan

terciptanya kesesuaian dan ketepatan dalam proses penerapan peraturan

sertifikasi halal terhadap produk batik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi yang terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan sertifikasi

halal terhadap produk batik di Jawa Tengah masih banyak mengalami

hambatan yang cukup berat. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut

adalah ketidak siapan antara pemerintah selaku pelaksana kebijakan,

kesadaran dari pengusaha dan konsumen dalam penyelenggaraan sertifikasi

halal pada batik pun masih sangat minim.

Selain itu adanya kesimpangsiuran mengenai aturan sertifikasi halal

pada batik juga menjadi masalah yang cukup serius, di dalam Undang-

Undang JPH maupun Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 yang

menjadi acuan penyelenggaraan UU JPH tidak menjelaskan secara rinci

mengenai sertifikasi halal pada batik, dalam Undang-undnag dan Peraturan

pemerintah hanya menjelaskan mengenai sertifikasi halal pada bahan gunaan

yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Secara aturan dan penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk

Halal masih sangat jauh dari kata efektif, banyak temuan peneliti di lapangan

yang menggambarkan belum bisa terlaksananya aturan tersebut seperti belum

adanya penyelenggara jaminan produk halal di daerah provinsi maupun

kabupaten/kota, sedangkan dalam aturan dijelaskan mengenai pembuatan

Badan Jaminan Produk Halal di provinsi maupun kabupaten/kota.
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Berdasarkan analisis yang di bahas di bab IV, penulis mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sertifikasi halal pada batik yang dilakukan di Jawa Tengah

merupakan langkah baru dari pemerintah untuk memberikan perlindungan

terhadap konsumen dan memberikan kepastian halal pada batik, sehingga

mereka merasa aman dalam menggunakan produk batik yang mereka

kenakan. Karena dalam proses pembuatan kain batik terdapat indikasi

tercampur enzim babi yang merupakan bahan haram menurut syariat

Islam. Selain itu juga memberikan nilai tambah bagi produsen batik

terhadap produk mereka hasilkan.

2. Kontrol pemerintah dalam penerapan dan penegakan hukum mengenai

undang-undang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi terhadap batik masih

sangat kurang. Sertifikasi halal pada batik merupakan aturan yang relatif

baru sehingga masih perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang

lebih massif terhadap sertifikasi halal pada batik ini.

3. Tinjauan sosiologi hukum tentang sertifikasi halal pada batik dilakukan

dengan tujauan untuk memberikan kepastian hukum pada produsen dan

konsumen. Hal tersebut termaktub pada konsep maslahah al-mursalah

tentang perlindungan terhadap harta benda. Bagi para produsen sertifikasi

halal dapat dijadikan legalitas yang digunakan untuk melindungi hasil

karya mereka, sedangkan untuk konsumen pengguna batik sertifikasi halal

akan memberikan rasa aman dan dapat digunakan sebagai landasan hukum

untuk menghilangkan keraguan bagi mereka untuk menggunakan batik
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dalam proses ibadah. Namun dalam penyelenggaraan sertifikasi halal perlu

adanya kajian yang lebih mendalam mengenai proses sertifikasi halal pada

bahan gunaan khususnya pada batik sehingga kemaslahatan tersebut benar-

benar tercapai.

4. Proses penyelenggaraan sertifikasi halal pada batik masih mengalami

penolakan dari para pengrajin batik karena tidak sesuai dengan

pemahaman mereka. Oleh karena itu perlu adanya mendampingan yang

lebih masif mengenai aturan sertifikasi halal tersebut sehingga pengrajin

mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai sertifikasi halal pada batik.

B. Saran

1. Perlu adanya sertifikasi pada bahan dasar pembuat batik yang digunakan

oleh para pembatik seperti kain, pewarna dan sebagainya. Karena

pembatik hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah jadi yang beredar

di pasaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan

Undang-undang jaminan produk halal tersebut.

2. Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang jaminan produk halal

harus banyak melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para

pengrajin batik dan masyarakat sehingga proses sertifikasi tersebut dapat

berjalan dengan baik dan lancar.

3. Pemerintah perlu membuat satuan tugas yang bertugas khusus menangani

sertifikasi pada bahan kenaan terutama batik, karena batik bukan hanya

menjadi pakaian atau bahan kenaan saja namun batik juga merupakan

salah satu warisan budaya non bendawi yang dimiliki Negara Indonesia.
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DAFTAR TERJEMAHAN

HLM FN TERJEMAHAN

BAB II

28 36 Hai anak-cucu Adam! Sungguh Kami telah menurunkan untuk

kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk

perhiasan.

30 38 Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah

untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

31 39 Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan.

31 40 (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan

berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya

kamu jangan terlalu germbira terhadap apa yang diberikan-Nya

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang

sombong lagi membanggakan diri.

31 41 Barang siapa melabuhkan kainya karena sombong, maka Allah



tidak akan melihatnya nanti di hari Akhir.

32 42 Barang siapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan maka

Allah akan memberikan pakaian kehinaan nanti di hari kiamat.

32 43 Rosulullah SAW mengambil sutera, ia letakkan di sebelah

kanannya, dan ia mengambil emas kemudian diletakkan di

sebelah kirinya, lantas ia berkata: kedua ini haram buat orang

laki-laki dari umatku.

32 44 Tetapi Ibnu Majjah menambahkan “Halal buat orang

perempuan”.

32 45 Aku pernah mendenga Rasulullah SAW bersabda: jangan kamu

memakai sutera, karena barang siapa memakai di dunia, nanti

di akhirat tidak lagi memakainya.



PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan MUI Jawa Tengah: 

1.  Apakah anda mengetahui tentang 

penerapan UU JPH? 

 

2.  Sejauh mana peran MUI dalam 

pelaksanaan   UU JPH? 

 

3.  Apakah anda mengetahui tentang 

adanya sertifikasi halal pada produk 

batik? 

 

4.  Apakah perlu adanya sertifikasi 

halal pada produk pakaian 

khususnya batik? 

 

5.  Bagaiamana cara pemerintah untuk 

mensosiaolisasikan sertifikasi halal 

pada batik? 

 

6.  Bagaimana cara penerapan 

sertifikasi halal Pada prooduk 

batik? 

 



7.  Apa kendala dalam penerapan 

sertifikasi halal pada batik? 

 

 

Wawancara dengan Pelaku Usaha atau pengrajin Batik: 

1.  Apakah anda tahu tentang adanya 

sertifikasi halal pada produk batik? 

 

2.  Bagaimana tanggapan anda terkait 

dengan adanya sertifikasi halal pada 

batik? 

 

3.  Bagaimana dampak sertifikasi halal ini 

terhadap penjualan produk batik? 

 

4.  Menurut anda bagaimana dampak yang 

terjadi dengan adanya sertifikasi halal 

pada produk batik ini? 

 

5.  Menurut anda bagaimana dampak 

adanya sertifikasi halal ini terhadap 

persaingan usaha penjualan batik? 

 



6.  Menurut anda kendala apasaja yang 

dihadapi oleh pengrajin batik dengan 

adanya aturan kehalalan pada batik ini? 

 



Wawancara dengan Tokoh masyarakat: 

1.  Apakah anda mengetahui adanya 

aturan sertifikasi halal pada batik? 

 

2.  Bagaimana pendapat anda dengan 

harga batik saat ini, apakah 

terjangkau atau tidak? 

 

3.  Bagaimana menurut anda dengan 

berkembangnya batik akhir-akhir 

ini? 

 

4.  Bagaimana tanggapan anda 

dengan adanya sertifikasi halal 

pada batik ini? 

 

5.  Menurut anda apakah perlu adanya 

aturan sertifikasi halal pada batik? 
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